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KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
EABUFPATEN WAJO

NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan,
maka perlu dilakukan penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna
Anggaran tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

=
=t

Mengingat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

Tambahan Lembaran Negara  Republik indonesia

Momor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

Undang-Undang HNomor 33 Tahun 2004 ten:‘ta_ng
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 1dan
Pemerintah Dacrsh (bembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Namor 44389,

Undang-Undang HNomeor 22 Tahun 2014 tentatipg
Femerintahan [Daersh [Lembaran  Negara  REepublik
[ndone=sia Tabhun 2014 Momor 244, Tambahan Lembearan
Negara Republik Indonesia Nomor 3587 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahuno 2020 tentang Cipta Kerna [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor B8573); i
Peraharan Pemerisitah Nomor 12 Tahon 2019 tergtang
Pengeivlaan Kevangan Daesrah [Lembaran Negara Repniblil
Indonesia Tahut 2019 Nomor 42, Tambeshan Lembarcgn
MNegara Republik Indomnesia Tabhun 2019 Nomor 6322,

teraluran Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tertang
Pengadaan Barang/Jasa Pemernntah [Lembaran Ngpara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nemgr 33] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tehun
2021 teatang Perubahan Atas  Peraturan Pregiden
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penpadaan Barang/Jasa
Pcmerintah  [Lembaran  Nepara  Eepublik lndonesia
Tabun 2021 Nomor 31);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulum Daerah  (Berits
Negara Republik Indoneszia Tahun 2015 Nomor 2038],
sebagamana [elah diukah dengan Peraturan Menierd
Dalam Megeri Nomeor 120 Tahun 2018 tentang Perubihean
Atas Peraturan Menteri Dealam  Negeri MNomor| BO
Tahun 2015 tentang Pemibentukan Produk Hukum qurah
(Berita Megara Republilt Indonesia Tahun 2018 Notnor ’5'.-'};

Peraturatn Menteni Dalam MWegen Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekmiz Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita MNegara Republik  Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranpkat Dasrah
iLembaran Daerah Kabupaten Wajno Tehun 2016 MNamor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajn Nomor B2
sebagaimana telah diubah  dengen Peraturan Daerah
Kabuparen Wajn Nomor 1 Tehun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daeralh  Kabupaten Wajo Nomor ©
Tabun 2016 tentatg Pembenbukan dan Susunan Peranglat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

[Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Notngr 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Waje Nomor 19%),

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor © Tehun 3020

tentang Pengelotaan Keuwangan Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);

12, Peraturan Daerzh Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 3025

tentang Anpgaren Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Tabhun Anggaran 2026 |[Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Takun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten WajoMNomor 171];

13. Peraturan Bupati Wajo Noemar 43 Tahun 2025 teniang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupatcn Wajo
Tabhun 2025 Nomor 43).

MEMUTUSKAN: i

Menetapkan Pejabat Penatausahasn Keuangan Satuan Eerja
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Runang
dan Pertanashan Kebupaten Wajo Tahun Angearan 2026
sebagaimana tercanbtum dalam lampiran yang merap
bagian tdak terpisahkan dengan kepuiusan ini;

Fejabat Pepatauszahaan Heuvangan Jatuan Kerja Peranglat
Caerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan verifikasi 8FP-UP, SFP-GU, 3FP-TU, dan SPP-L3
beserta buktt  Kelenpkapannya yang digjukan  olch
Bendahara Pengeluaran;

. menyiapkan SPM;

3. melakukan  verifikazi laporan  pertanggungjawaban

Bendahara Penetimaan dan Bendabara Pepgeluaran;

4. melaksanakan fungsi alountansi pada SKPD,; dan

5. menyusun laporan kevangan SKPD.

b

; Verifikasi oleh Pejabat Penatauzahasn Keuangan Sapan

Kerja Pergngkat Daerah dilakukan dengan tuyuan unptuk
meneliti kelengkapan dan Keabsahen.

Selaim  melalisanalkan  tygas dan wewenang pada dil‘litum

kedua, Pgjabat Penatausahaan Keuangan Satvan Kerja

Peratigkat Daerabh melaksanalken ugas dan  wewenang

lainnya yain:

1. melalukan verifikasi SPP-UP, SPP-G1I, SPP-TU, dan SPP-L3
beserta  bukti  kelenghapannya wyang diajukan oleh
Bendahara fsinnya;



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Tembusan:

2, melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian  kelebihan  pendapatan daerah dari
bendahara penerimaan; dan

3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelenghapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta
bulkti kelengkapannva sebagai dasar penyiapan SFPM.

Dalam hal membantu tugas, Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab
kepada Pengpguna Anggaran,

Besaran Anggaran vang dikelola sesuai dengan  Total
Angparan sebagaimana tercantum pada DPA Dinas Pelerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2026;

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tﬁ:ihun
Anggaran 2026;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Ujunge
pada tanggal 2 Januari 2026

I. Bupati Wajo sebagai Laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.



LAMPIRAN

KEFLITUSAN PENGEUNA ANGOARAN

DHNAS PEKERJAAM UUMUM, PENATAAN RUANG

AN PERTANAHAN KABUPATER WAID

MONOR TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEIABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN HERIA PERANGHAT DAERAH (PPE BRPLD
DINAS PERERJAAN UMUM, PENATAAN RUARG

DAN PERTANAHAN EARUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BATUAN HERJA PERANGHAT DAERAH [FFE SKFD]

Mo

HIF

PANOEAT, GOL JABATAN
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KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO

NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan

program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun

Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa
Pengeuna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daecrah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Tahun 1939 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

J. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Megara Repubhk Indonesia Nomor 43535);



1

Undeng-Undang  HNomor 33 Tahun 2004 rwentang
Perimbangan Heuangan Antara Femernintah Pusat dan
Pemenntah Dacrah (Lembaran Mepara Republik Indonesia
Tehun 2004 MNomor 126, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonezsia Nommer 44.38);

Undang-Undang  Momer 23 Tahun 2014 (enlang
Pemerinlahan  Daerahh {lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2[4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MWegara Republik Indonesia Nomor S587) srbapaimana telah
beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang
Neomor 11 Tehunm 2020 tenlang Cipta HKerja [Lembaran
MNegara Fepublik Indoncsia Tohun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik [ndonesia
Momor 637 3);

Feraturarr Pemerintah Nomor 12 Tahkun 20149 tentang
Penpgelolaan Kevangan Daerab iLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Komar 42, Tambshan Lembaran
Wegara Republik [ndonesia Tahun 2019 Nomor 6372);

Peraturan  Presiden NMomor 16 Tahun 2018 entang
Pengadaan Barang,Jaxs Pemenintah {Lembaran Negara
republik Indenesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peratwran  Presiden Momor 12
Tahun 202] tentang Perubahan Atas Peraturan Pregiden
Nemor 16 Tehun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemenntah {Lembaran Megara Republik Indencsia Tahun
20021 Momior 31}

Peraturan Menteri Dalam Neperd Nomor 80 Tabun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  |Berita
Megara Reopubhik [ndenesia Talion 2013 Momoer 2036),
sebagaimana ielah diubah dengan Peraturan Menceri
Dalam Negeri Notmor 1200 Tabon 2018 tentang Perubahan
Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Mipgora Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 157),

Peraturan Menler Dalam Negenn Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penpelolaan kewangan Daerah
[Berita Megara Republik Indonesia Tahan 2020 MNomor
L1781

Fersturan Dagrah kabupaen Wajo Nomor & Tahuon 20146
tentang Pembentukan dan Susunan Peranpkat Daerah
(Lembacan Daerah Kobupatern Wajo Tohuan 2016 Nomer &,
Tambahan Lembaran Dacrah kabupaten Wajio Nomor G2
schagaimana telah dwbah deogan Peraturan  Dacerah
kabupaten Wajo Nomor I Tahun 2019 tentang Perabahan
Atags Peraturan Daerah Kabopaten Wao Meomor 6 Tahun
WA tentang  Permbentulan dan Susunan Perangkat
iLembaran Dacrah Kabupaten Weje Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Dasrah Kabupaten Wajo Nomaor 1L,



Menetapkan
KESATLS

KEDDA

11l.Peraturan DPasrah Kabupaten Wao Nemer & Tahun 20020
tentang Peneelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupatets Waje Tahunm 2020 Momor 6, Tambehan
Lembaran Daerah Kabupalen Waje Nomor 127);

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025
tentang Anggsran Pocndapetan dan  Belania  Daerah
Tabhun Anggaran 2026 (Lambaran Dasrah Kabupaten Wajo
Tahun 2025 Nomor 7, Tambaban Lembaran Dacrah
Eabupaten WajoNomar 171}

13. Peraturan Bupad Wajo Nomor 43 Tahun 20235 tentang
Peryabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dadrah
Tahun Anggaran 2026 |Berita Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 21¥25 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menctaphan Pejabat  Pembuat  Komitmen pada  Dinas
Pekegzan  Umum, Penataan Roang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebagaimans
tercanlum dalam lampiren yang merupakan bagian ldak
terpisabkat denpan keputisan in,

Pejabat Pembust Komitmen dalam Pengadaan Barang/.lasa

mermnithiki tugas:

meny SN PersnNcananan pengadaan;

melaksanakan konschidasi pengadaan barang/f|asa;

menctaplan speailikas tokniaf kerangka acuan keaja,

menetaphkan rancangan kontrak;

menetaplkan HPS;

menstaplan besaran vueng muks yvang akan dibayarkan

kepada penyvedia,

mengusulkan perubahan jadwal kegiacan,

meluksanaken  E-purchosing uniuk nilan paling  scdikin

diatas Rp. 20000000000 (dua rats juta mapiah).

2, menginpau & lontralt don mengendnlilan kontrale

10, menyimpan dan menjaga keutubhan seluruh dokumen
pclaksanaan kegiatan;

11. melaporkan pelaksanaan dan penyvelesaian kegiatan
kepada KPA;

12 menyerahkan  haail  pekerjaan  pelakesansan kegiatan
kepada KPA denpan berita acara penyerahan;

13. menilai kinetja penyedia;

14, menctapkan tim pendukung:

15, menstapkan timn ahll atau tenaga ahlh; dan

16, menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasy.

Bl

el



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Selain  melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum

REDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas

pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja;

2. mengadakan dan menctapkan perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja vang telah ditetapkan.

Seluruh  biaya vang timbul sehubungan  dengan
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge
pads tangeal 9 Maret 2026
’ i

\ ANGGAEAH,L

K it

s ;"-*-q'.l.j'_".: ".rr
MUHAMMAD [BNU HASYIM, S.STP, M.M

1. Bupau Wajo schagai Laporan di Sengkang;

2. Periingal



LAMPIEAN

BEFFILSAN PENUAUNA ANGLAKAN

LANAS PEKERIAAN UMUM, PENATAAN HLIANC

DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJD

MNOMOR
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN [PFK)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUAR

TAHUN 2026

MNAN FEFTANAHAN KARTTFATEN WALl

TAHWT ARGOARAN 3026

DAFTAR PEJARBAT PEMBUAT EOMITMER (PPK)

Sl A

i [] FFH URAIAN FROGRAM DAN HEGIATAN PAGH ANGGARAN
I _ -
FROGRAM FERNGELOLAAN SUMBEER DAYA AITH |[SDA
yo— 721,962,000
Peagelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada
Wilayah Bungai (WE| dalam 1 [satu] Daerah T21,963, 000
Kabupaten/Kota
Normalisasi/ Restorasl Songai 419,962 000
Mormalisns Sungn |/ Salumn Pembunng Sungs:d
HEER, - AL
I {0 YASSER, 5T, MT Addmmuareng Desa Marannu Kec, PUumpinita 199,981,000
Mormalizas Sunggd | Sahoran Pembuaang Sunge ,
¥ ! Ny
21D YASEER, 3T, MT Muatugengienge Kelurnbain siwva Bee. Priumponun S
3 0. YASSER, 8T, MT Pengawiasan B, 0= D00
4 = YABSER, AT, T Perencanaan 12 0W 0
PROGERAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 02 000, D00
PENYEDIAAN AIR MINITM
Peagulolaan dan Pengembangan Sistem Penyedisan Alr A0, 000,000
Minum [SPAN] di Deerah Habupaten /Hota
Fenyusunun Rencana, Hebijakan, Strategi dan Teknis 400, 000
SPAM
p < Ferencanaan Teknis Perluasan SPAM Janngan B 400,000
B IEMANAN, BT Perpipaan di Kel. Sompe Kee. Sabbangparu
FPerfussan Sistem Penvediasn Alr Minum [SPAM) Jaringan
203, E00, 000
Perplpaan
: : : Pesagawasan Tekms Perlussan SPAM Jarmgen
G [HIKMAWAN, ST Perpipasn Kab.wijo 5, G0 000
Perluasan SPAM Janngan Perpipaan kel Sompe Kec,
¢ |HiRM AW AN, ST * e B FRE DO, 0

e
i

8.5TF, M.X

B 199703 | 004




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PERERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

JE. Andi Powellangi K. E'I.jmg'E:i:-u. Tamasitolo Telp, ((455)-21620
Loman won puprp, waoheh g Gosed  pupep@obkal go. i

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO

NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,

=

bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan

program dan kegiatan, maka perlu dilakuksn penetapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun

Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perhi menetapkan HKeputusan Pengpuna
Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

sl
'

Undang-Undang Nomor 283 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Sulawesi [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1939 Nomor

Tambahan Lembaran Negara  Republik indonesia

Nomor 1823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 05, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
I



10,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Ferimbangan Kruangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republilke Indonesia
Tahun 2004 Nomor 1265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 44.38];

Undang-Undang Neomer 23 Tahun (2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara FRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembpran
Nepara Republik Indonesia Nomer 3387) sebagamansa (elah
heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-LUngdang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembzaran
Nepara Republik Indenesia Tahun 2020 MNomor (2435,
Tambahan Lembatann Negara  Republik  Indomesia
Nomor 5373);

Feranitan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201% temtang
Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Feraturan Presiden MNomor 16 Tahun 2018 tenteng
Penpadasn Barang/Jasa Peomeérintah (Lembaran MNegaca
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32} sebagaimana
telah dinbah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas  Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah [Lembaran [Nepara Repubbk  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 31);

Peraturan Menteri Dalam HNegeri Nomeor 80 Tahun BO1S
tentang Pembentnkan Produk Hukum Daecrah (Hetita
Negara Republik [ndonesie Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana elah diubah dengan Peraturan Menteri
Balam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pemhl han
Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Ao
Tahun 2015 tentang Pembentulkan Froduk Hulnm Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20018 Nomor 57,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 020
tentang Pecdoman Tokmizs Penuelolaan Keuangan Daerah
(Berita [MNepara Republik I[ndonesia Tahun 2020
Momor 1781),

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Womor & Tahun 2016
tentang Pembentakan dan Susunan Peranghat Daerah
(Lembaran Daeral Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomot 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Momor 63)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabypaten Wajo Nomor 1| Tahun 2019 tentang Perubahan
Atgs  Peraturan Daerabh  HKabupaten Wajo MNomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
(Lembaran Daerah Kabwrpatets Wajo Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);



Menetapkan
EESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Dracralh Rabupaten Wajo Nomor & Tabun 2020
tentang Penpelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor &, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Notmor 127),

12_Peraturan Dacrah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025
tentang Anggaran PFendapatan dan Belana D eran
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2025 MNomeor 7, Tambghan Lembaran Daerah
Kabupaten WajoNemer 171];

13. Peraturan Bupatt Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tetjtang
Penjabharan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 [Berita Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2025 Notmor 43).

MEMUTLISKAN:

Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas
Pekerjaan mum, Penataan BRuanpg dan Pertanahan
Kabupatern Waje Tahun Anggaran 2025 sebapaimana
tercannim  dalam lampiran yang meropakan bagian Hdak
terpisahKan dengan keputusan ini,;

|
FPrijabal Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membanta tupgas

dan wewenang Pengpina Angparan,;

Tugas Pejabat Pelaksana Telnis Kegiatan dalam meml:'ra_ntu

ugas dan wewenang Pengguna Anggaran melipoti:

1. mengendalikan dan melaporkan perkemb ! garn
pelaksansan tekms Kogatan/Sub Kegatan Unir SKPLO;

2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anpgaran atas beban  penecluaran pt:ialma:naan
Kegiatan fSub Kegiatan; dan '

3. menyiapkan dokumen pengadasn barang/jasa  pada
Kegiatan fSub Kegiatan Umit SKPD seasuan Ketentuatl
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

© Tugas menpendalikan dan melaporkan pelaksanaan 1;:1:1‘113

Kepmatan/Sub Kegiatan melipulti:

1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegratan/fSub Kegiat

4. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan; dan

3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub
Hegiatan kcpada Pengguna Anggaran.



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tembusan:

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan meliputi:

1. menylapkan laporan kinerja pelaksansan Kegiatan/Sub
Kegiatan;

2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan vang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal membantu tugas, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

Seluruh blaya vang timbul sehubungan dengan
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanghan
Habupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

Keputusan inl mulai berlakn pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge
pada tanggal 2 Januari 2026

1. Bupati Wajo sebagal Laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Senglang.



LAMFPIRAN

KEPLFTLISAN PEMGOUNA ANGGARAN
CHMAS PENERIAAN LMUM, PENATAAY RLIAMNG
OAMN PERTANAHAN KABVPATEN WaltO.

Nk R
TEMTANG

FPEMETAPAN PRIARAT PELAKSAKA TEXNIS
ERGIATAN [PETE]

PADA DINAS PERERIAAN UMUM PEN
DAN PERTANAHAN HABLUPATEM WA

TAEIUN 2024 |

TAIIUN ANGGARAN 2026

DAFTAR FEJABAT FELAKEANA TEENTE EEGIATAN [FFTE}

JTr.-.nm RUANG

HO FPFTK URAIAN FROGRAM DAN HEGLATAN FAGU ARGAHAN HET.
I 2 3 4 =3
I
FROGRAM PENUNJANG TRUVSAN PEMERTNTAH DAERAH B9, 361,701
KABUPATEN /HOTA |
Peiwnoansan, Pangangroran, dao EByalussl Kinerjo 4,000,000
Parangkat Caerah
1 I5YAMSEIR. 3T Pergmisunon Dokomen Perencaoman Deranpghal Dacrall 2 0ROk
3 VSYAMSIR, 5T Evaluagi Kinega Pecacdphiot Dastaly E,GW,HDQ
Admioistrasf Kepangan Perangkat Dmerah B 462,370,403
3 |AHMADIL S.51F, MT Penyrdlaan Gaji dan Tunjangan ASN B 437,370,413
4 [5YAm 51, 8T Kpprdinasi dan Fenyusunan Leporan E=uangan Akhir 2.000.10
Tahun ELFD
5 |EYAMRIR, ST Krordinwsi den Peayusurdo Laporan Kewangan Bulane f 30040, 0040
Teialan, Semesicran SEFT
Adminigkrasl Umom Ferangat Dasrab E-l-,!lﬂ,-l-ﬂ?
4 |ER¥INA, 5508 Benvedipan Eomponen Tnstolasi Listrikcf Penerangan 1,490 000
Hanpunean Kantor
7 |IFERVINA. 5.505 Penyedinon Harang Cetakiarn darn Peoggandaan 2,050, 0
B |RRLIMNA, 505 Penyedinan Bahon, Materiul 1,531,200
O | S¢AMSIR, 5T Penyel=nggaraan Bapal Kamdinasi dan Konewlas, SKEPD 49,887 29
Fenyadiean Jast Fermunjaog Trmsan Pomerinighon Taerah 387 333, 90
1] |ERVINA, 5.505 Penyedinan .Jaza Sumt Merpror 10, 000 30
LI |SVAaMSIR, 5T FPeny=dinon JJasa Peraluten dun Merlenpghopacs Kantor O, S50, )
12 | ERVINA, 5. Son Fenyedisur Jats Pelayabian Uinowo Eaaeor 67 G983 MY
Prmulharsat Baracy Millk Dagrah Peouanjang Urusan A, 00 O
Famariniohan Doorok
13 |FIEMAN TAHIR, 5T Peoyedisan Jaem Pemelihrraan, Bisys Pemeliberaan dan do, 000,00
Perizinan Alat Beaar
PFROCGRAM PEROELOLAAN BUTMAER DAYA AR (BINA] 434, G2 000
Feagriciaes SDA des Bangunpe Fengrman Ponced pads, 434 9ED O0m
Witgyah fmogei (W] dalem 1 jsatu] Doemb I
i [m ARD MUKHARIG, ST Normalisasi! Kescotam Sutga 4199620
z Peryuaunsam Pola dan Rencrna Pengelomiran S0a W5
15 (A ABD MUKHARIG, 5T HKewenongan Enbupaten, Koto lE-,EII]‘EI,EIETJ
PROGRAM FPENGELOLAAN DM FENGEMEBANGAN SISTEM 3 ROD {WHY
PENYEDIAAN ATH MTNTTM
Pengelolann dan Pungembangan Sistes Fenyedisan Al 304, 502, W0
Minam (EFAM| 41 Iaerab HobopatssMota
16 ;{TTLI'HAMMAB TAUFIQ, 5T, Penyusunan Eencann, Eebijokan, Stmoisgi don Telonis 3P4 | 1,202,004
I
1T [MUHAMMAD TALIFIG, ST, Frerluasan Siatem Penvediaon Air Minum 1SPAM| Jordogan 233,600,000
MT Pecpipann i
FROORAM FENOELOLAAN DAN FERGEMEBARGAN RISTIM lﬂﬂ.m..ﬂliﬂ
AIR LIdBAK
Progelglosn dan Peogembangen Sigtem Adr Limhab 103 B}, (HHD
DorwaeHk dalaws Deereh Kabupgaten fKaks
1B |SRMWATY, 8.50a Froyediaan Jers Penyedolon Lunpuar Tinje 1iJ3.H-¢JI:I.ﬂ|lL“IIZI




HO PPETE URAIAN PROGRAM DAN HEGIATAN PACU ANGCARAN HET.
i q A K 5

FROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 37,003,500
DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangnn Sistem Dralnsse yang 37,003,500
Terhubung Langsung dengan Sungal dalam Daerah
Habupatsn/Kota

18 | MUHAMMAD TAUFIQ, 5T, Rehabilitnsi Drainase Perkolaan 34,635,500

MT
2 I MUHAKMMAD TAUFID, ST, FPemyusunan Rencann, Kebijakan, Strategl dan Telonis 2.368.000
MIT Sistem Dralnase Perkolaan

PROGRAM PENYELENGCARAAN PENATAAN RUANG B0 466,000
Pengtapan Rencana Tata Rusng Wilnyah (RTRW] dan 4,380,000
Rencana Rincd Tats Ruang (RRTR] Kabupaten/ Kota

21 |BARD SJRAJUDIIN, 5. 508 Petietapdn Kebljakan dalam ranghka Pelasanaan Penalaan 4 B0 00

Ruang

Koardinasl dan Binkroninasi Perencansan Tatn Ruang T1, 786,000
Duernh Kabupoten,/Kota

22 1BaG0 SIRAJUTINN, 5,508 Penyvusunan RRTR Kabupaten Kot 71,786,000
EKoordinasl dan Slnkronisasi Pengendalian Pemanfaatan 4. 300,000
ln.u.l Daerah Knbupaten/Hota

23 |BASO SIRAJUDDIN, 5. .50 Kpordinasi Pelaksanmm Penataan RBuang 4,300,000
PROGRAM PENYELESAIAN SENGHEETA TANAH GARAPAN 2,150,000/
Penyelesalan Sengheta Tanah Garapan dalam Deeroh 2,150,000
Habupaten /Kotn

24 |BASD SIRAJUDDIN, 5.80s [nventadsas] kasus Pertanahan dodom 1 deaiu) Dacrah &, 150,000

Kaipaten/Kotn

PROGRAM PENGELOLAAN TN MEMBUKA TANAH T 250,000
Penerbitan Izin Membuka Tanah T.250,000

25 |BASD SIRAJUDEIN, 5. 80 Hoerdinas dan Binkrenisasi Pemberian [zin Membuks

Tanah

T, 250,000/
|

ng¥s 199203 1 002

0,910,695,203)

ENER!, M_Si




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

. Andi Fawelangs K. 8 Upeng® Kee. Tanasstolo Telp. (0485)-21620

Laman wuw puprpugpkafgod  Fosef  puprpiwapbab go.ud

%

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

KABUPATEN WAJOD

NOMORASTAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN [PPTK]
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

KRABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Menimbang : a.

Mengingat ;L.

KABUPATEN WAJO,

bahwea untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan
atas Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas
Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna
Anggaran tentang Perubahan Atas Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum,
Fenataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun
Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daecrah Tingkat 11 di Sulawes: (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik  indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4286);

3. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



_l.'..l'!

Lo,

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintabh Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Homer 126, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomeor 4438);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014  tentang
Femerintahan Daerah  (Lembaran Negars  RHepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembargn
Megara Republik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momeor 11 Tahun 2020 tentanyg Cipta Kerja [Lembaran
Negara Rezpublik Indonesia Tahwn 2020 MNomor 245,
Tambahan Lemmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor Ba373);

Peramaran Pemerintabh Momor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Megata Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaoran
Negara Repubhk Indoencsia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/tasa Pemerinteh (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2018 Momor A3) zebagaimana
telab divbah dengan Peratucan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Presiden
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pcmerintah {Lembaran  Negara  Republik Indonesio
Tahun 2¥2) Nomar 31);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomer 80 Tehun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah  {Peria
Negara Republik I[ndenesta Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraloran Menteri
Dalam Negeri Momor 120 Tashun 2018 tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeni Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Meplteri Dalam Negern Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuwangan Daerah
[Benta Negara Republik lndonesia  Tabhwyn 2020
Homor 1TS]);

Peraturan Dasrah Kabupaten Wajo Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentulan dan Susunan Perangleat Dasrah
{Lembaran Dacrah Kabugaten Wage Taliun 2315 Nomor 6,
Tambaban Lambaran Daserah Kabupaten Wajo Nomor &2
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubsahan
Atas Peraturan Dacerah  Ksbupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
iLembaran Daerall Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Namor 109);



Menetapkah
KESATU

KEDLIA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Daerah Kabupaten Waje Nomot & Tabhan 2020

tentang Pengelolasn Keuangan Dacrah (embaran Daerahb
Kabupaten Wajoe Tahun 2020 Nomor S, Tambohan
Lembaran Dasrah Kabupaten Wajo Nomor 127];

2. Peraturan Daerah Kabupaten Waje Nomor 7 Tahun 2025
tertang  Anggaran  Pendapalan  dan Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupatwen Wajo
Tahun 2025 MNomor 7., Tambahan Lembaran Dacrah

Kabupaten WajoMomor 171];

13, Peraturan Bupali Wajo Nomer 43 Tabuon 2023 tepiang
Penjabaran Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah HKabupaten Waje
Tahun 2025 Momer 4.3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan pada Dinas
Pekerjosan  Umum, Penataan  Ruang  dan Pertanahan
Kabupaten Waje Tahun Anggaren 2026  sebagaimana
tercantum dalam lampiran vang merupakan bagan tidek
terpisahkan dengan keputusan ini;

Pejabal Pelaksana Tekniz Kegiatan bertugas membantu tugas
dan wewenang Pergiung Anggaran,

- Tugas Pejabar Pelaksana Teknis Keglatan dalam mémibantu

tugas dan wewenang Pengguna Angraran meliputn

!, mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis Kepiatan/ 3ub Kegiatan Unit SKPD,

2. menyiapkan  dokumen dalam  rangka  pelaksanaan
angparan  atas  beban pengeluaran pelaksanaan
Keglatan/Sub Kegiatan; dan

3. menyiapkan  dokumen  pengadaan  barang/jasa  pada
Kegiatan/3ub  Kegiatan Unit SKPD sesuan kelentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan baraneg/jasa-

+ Tugas mengendalikan dan melaporken pelaksenaan tekms

Kegiatemf Sub Kegiatan meliputi

I. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan,

2 memonitoring dan evatuasi pelaksanaan  Kegiatan/Sub
Kegiatan; dan

3 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,3ub
Kegiaran kepada Pengmuna Anggaran.



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tembusan:

: Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Keglatan/Sub

Kegiatan meliputi:

1. menyvispkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan;

2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaralan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

3. menyvimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kKegiatan,

Dalam hal membantu tugas, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan bertanggung jawal kepada Pengguna Anggaran;

Seluruh  biava vang timbul sehubungan  dengan
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas
Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2036,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge
pa.du.laﬂggfl 9 Maret 2026

MUHAMMAD IBNU HASYIM, S.8TP, M.M

1. Bupati Wajo sebagai Laporan di Sengkang,
2. Inapektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.



LAM PIRAN

KEPLUTUSAN PEMOGLINA ANGSARAN

CIMAS FEKERJAAN LIMUM, FERATAAN RUANG
CAN PERETAHAHAN KEADUFATER WalD
MOMOR TAHUM ko

TEMNTAMG

HEEQHAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMGGLI MR
ARCGOARAN MCHAOR 2 TAHLIN 20206

TENTANG PENETAFAN FEJABAT PELAKSANA
TEREMIS KEGIATAN {FPTH)

FADA DEMAS FECHERIAAN UMUK PEHATAAN BEUsHG
DAN PERTANAHAN KARLIPATER Wl

TAHLIM ANAGARAN Ml

TAFTAR PEIABAT FELAKAANA TEKNEY KEGIAT AN (FFII

[ L FFTR URklAH FRuOCGRAM DAN KEGIATAN FAGU AFGGRFAN
Z 3 3
PROGRAN FENTNSARG UMISAN PENERENTAH DAERAY §,30% 626 404
HABTFA TER | KOTA
Fearetuppynim Propeppuas, des Bvalussd Kivarjs Femngicat 195 a0 N0
Tasrah
1 |SYAMEIR. 8T Fenyuzunan Oukcwrer Frrencanann Peranglat Maerah HCHH £
2 |5vAMSIR, AT Funhiual Kinena Pevangkan Desrah T 000,500
Avminhiiras] Kvoanges Perangkat Dasrah TAM0 TAR SO0
a i ABC WUTKHARIS, ST Fenyedivan Cegr dan Tunjangen ASM T2, 7T
4 ISYAamMSIR, 2T Koardingxi den Penywoanan Lapoeran Kevangan ARhee Tabin 5, 0N E ER
SKOT
5 1EYAMSIRE, 2T Koardiaa dan I"tn:rl.Iaurlun Laporan Kouangan Bulmnanf A GO SG0
Trivalan) Sememeran SKPD
Mimioirtrsl Vnum PMeeanghat Dasrah &), 31 1500
P |AAYU (LUHA, 2508 Fenyelizan Kompenen Inatalasi Listeik fPenerangan 2 B4 500
Bangunan Kaokss
AAYU GUHA, 5.5 Fenvediann Aarang Crlakan dan Frnggandaan 3,083,500
8 JeAYL GLIMA, 5508 Fenysdlacn Babiang Muleiwal 4,306,200
¥ EYAMSIR. 5T Fenpchkngegarsan Rapal Keordinasi den Konaultaai SKPD o LT a0
Fanyediaan Jass PFanenjamg Trusss Pomerinkahen Dasrah A6 1,676,000
16 IBAYL CGLUNSA, 5. 50 Penyediaan Jagza Sucat Menyurat [ERe R
11 |SYAMSIR, 5T Penyedlaan Jass Prraluas dan Perbenghapan Bantoc 3,50 M)
12X [HAYL GLIMA, 5 Hos Penyed ladn Jasa Pelayanats Uditin Bador 336,727,000
Pemdtibarsan Barang Mlik Deerah Peadnjang Titikan 30 el N0
Fameriotahan Toarah
13 |8 AMEAN BATARA, 3T, MT Pabyed laam Laps Pemehborioan, Rlays Permalibaraan DR, O, 00HD
Penirmon Alat Bayor
FPROGREAM FERGFLOLAAN SUNEER DATA ALR [RDA) 439 SET OO0
Fwogrioine S0A dan Enmgunes Fosgamnn Fadtal pids 3%, HEE DN
Wilayah Buogai [WH dalam 1 [satu) Deeral Kabupaten /Kot
Id |LR, YASSER, 5T. MT Mo NSaEl" He 510 a5 Hunga EILR R T
15 |CR. YASSER, ST, MT Pervuswnan Fobadan Rfm:?ma Pengetnlaan S0A W3 20,000 000
Kewenangan kabtw paten) hola
FREKIRAM FEHELOLAAN DAl PENGENEANGAN EIATEM 209,544 000
FENYEIMAAN AR MMAVA
Fenpsiokaan dab Peagambangan Blatem Peayadisan Alr 200 S OOe0y
Mioum [SFAM| il Dxerah Kabopaten/Hote
T . j |
1o mgmrﬂ MALD TALUFL, &T, Penywoaunan Fencana, Kebipakan, Straiegi dan Tyloqus 16,344,000
I7 [MUHAMMAD TAUFNG, ST, Perlunsan Siecm Penyedisan dur Minum (SHAM] Jacdngan DO, BN, 0L
MT T rpLpRLATE
FROGRAM FPIRGELOLAAN DAN PEFGENBIRGAN STHTEN T10, 7T, 300
AIR LIMEAH
Pengelobips g Febgeaibangan Blciemn Ale Limbalk 110, 7R T, 300
Demsrtk dulam [nverab Kabupaten / Kots
L2 ISRIWATY . 5.505 Penyedlaan Jasa Penyedoan Luepar Timg 110,¥97, 300




NO FFTH URAIAN FROGEAM DAN HEGIATAN FAGU ANGOARAN HET.

1 J k] i 3
PROGREAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 48,861,500
DRAINABE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang A8,86 1,500
Terhubung Langsung dengan Sungai dalum Daerah
Kabupaten/Hotn

19 IMUHAMMAD TALIFI. 5T, FehalFlitas Drainase Perkotaan 34 635 500

MT
20 |MUHAMMAD TAUFIO, 8T, Peovusunan Bencana, Kebinaknn, Steateg dan Tekns Sistem 4, X1 Kk
MT Drattmes Perlotaan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 856,526,000
Penetapan Rencatn Tate Rusng Wilavah (RTRW) dan 4 380,000
Rencana Kinsi Tata Ruang (RRETR) Kabupaten [ HKota

F1 | AR SIRAJLDDEN, 5. 50= Pesetpan Kebijalkan delam cunghas Pelasannen Penatoan A4, 38R0, 000

FLmmg

Hoordinasi dan Sinkronisas] Perencansan Tals Ruang 7 1. TG, 000
Ducenh Kebupaica ! Hola

23 |RASD SIEAJJUDLDIN, 550 Penvusunan EETR Kabupaien/ Koto 71,766,000
Hoordinnsi don Sinkronisasi Peogendalian Pemanfzatan 9,360, 000
Ruang Daerah Enbupaten /Kotn

23 [BASD SIRAJLUDIINN, S5.80s Fonrrelirmal Pelahnnnamn Fonaiaan Ruang 13, M, D00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGHETA TANAN GARAPAN 2. 160,000
Penvelesaian Ssngkets Tanah Garapan dalam Deernh 2,150,000
Kabupaten / Kots

i HASO SIRALIDINN, 8 Sos Invenrariaas) Kasus Pertanahon daism | [aoio) Doersh 2,150,000

Kakbruapaien Kotk

PROGEAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 9 238 000
Penerhitan Irin Memboka Tanah W,228,000

75 |RASD SIRASUDNS, 5. %8 Koordinass dan Sinkronisasl Pembenan lzin Meminks Tansh i) 238, 0

9,394 095,203 T

gurun|_

, 5.8TF, M.M

FlosT00 | o0




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

I Andi Bwwelliangs KM, 8§ UjungE Kec Tanasitolo Telp, (0485)-21620
Laman www prpre. waiofae . go.od Fow-ol  puprp@waiokab.go, ol

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO

NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PERERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a  bahwa untuk elektifitas pengendalian dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetgpan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran fentang Penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggdran
2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor (74,
Tambahan Lembaran Negara  Republik indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor 43535);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  feptang
Perimbangan Kewangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemetrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomot 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubhl Indonesia Nomeor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tepfang
Pemcrincahan  Daerah  [Lembaran Wegara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5587) sebagraimana teleh
beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang
Momar 11 Talmn 2020 tentang Cipta Kerge {(Lembaran
Negara Republik Indotesia Tahun 2020 Nomor (245,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
MNaormor &573),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2019 Momor 42, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Naotoor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2018 tentang
Pengadaan PBaraopg/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
202) tentapg Perubahan Atas Peraturan Presiden N+mnr
16 Tahun 2020 tentang Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah [Lembaran Negara Eepublik indonesia Tahun
2021 Momor 31); '

Peraturan Mcotenn Dalam Negeri Nomor 80 Tabhun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  {Berita
Negara Hepublk Indonesia Tahun 2013 Nomor 2036],
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Mehten
Dralam MNeperi Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hokum Dacrah [Berita
Mcpara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 77 Tahun 20020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Bente Megara Republik [ndonesia Tehun 20820 Nomor
1781}

Feraturan Dacrah Kabupaten Wape Nomor & Tahun 2016
tentang Fembentukan dan Susunen Peranglkat Draerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomar 6,
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Wagoe Nomor| 62)
sebagaimana  telabh dinbah dengan Peraturan Dagrah
Kabupaten Waje Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Perattiran Dagrah Kabupaten Wajo Nomeor 6 Tahun
2016 tentang Pembenmikan dan Susunan  Perangkat



Menctaplan

KESATU

KEDLA

EETIGA

KEEMPAT

(Lembaran Daerash Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor T,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Wajo Nomor 106);

1), Peraluran Daerah Kabupaten Waje Nomer £ Tahun 2020
tcntang Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Daersh
Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomoer &, Tambshan
Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Womes 127);

L2, Peraturan Dacrah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025
tentang Angparan Pendapatan dan  Belanja Daerah
Tahvn Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wapo
Tahun 20283 Momoer 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupalen Wajo Nomoer 171}

13, Peraturan Bupati, Wae Nomor 42 Tahun 2025 tenlang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angparan 2026 [Berta Dacrabh Kabupaten Wapo
Tahun 2023 Momor 43).

MEMUTUSKAN: '

|
Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegialan pada Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupatenn Wajo Tahun Anggaran 2026 schagaimana
tercantum dalam lempiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan denpan kepubusan ini;

Pejabat Pclaksana Tekniz Keglatan bertugas membantu tugas
dan wewenang Kuasa Penppuna Anggaran,

: Tugas Pegjabat Pelaksana Telnis Kegiatan dalam membantu

tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran meliputi |

I. mengendalikan dan melaperkan perkembangan
pelaksanaan teknis Keglatan/Sub Keplatan Unaut SKPDH|

2. menyiapkan dokumen dalam  rangka pt:lakﬂar'iaan
anpgEaran  atas beban penecluaran pl:]ﬂkﬁaf"a‘-:'lﬂ
Kepgiatan /Sub Kepatan; dan

3. menviapkan dokumen penpadaan  barang/jasa  pada
Kegialan/Sub  Kegiatan Unit SKPD =esual  ketenipan
peraturan perundang-undangen yang mengatur mengenai
pengadaan barang,jasa.

: Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanasan tcknis

Kegiglan /Sub Kegiatan melipuati |

1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatanf Sub H:giﬂtan‘!

2. memonitorigg dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
Keviatan; dan :

3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/3Sub
Kepiatan kepada Kuase Pengpuana Angparan.



KELIMA : Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub

Kegiatan meliputi:

1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan;

2. menviapkan dokumen administrasi pembayaran scsuai
dengan persyvaratan yvang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

J. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Dalam hal membantu tugas, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran;

KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul sechubungan  dengan

ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026,

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Ujunge
pada langgal 9 Maret 2026

ﬂ.g‘l.:.,.
£ _.:-5.. b_l:i

Tembusan:

1. Kepala Dinas PUPRP Kab. Wajo sebagai Laporan di Ujunge;
2. Inspektur Dacrah Kabupaten Wajo, di Sengkang;

3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang,.



LARPIRAN

KREPUTLESAN KUASA PENGGUNA ANGOARAN
LHNAS FERKERJAAN UMUM, MENATAAN RUANG

CIAN PERTANAHAN KAGUPATEN WA
MM O TAHUN 2026

TEMTANG

PENETAPAN PEIABAT PELAKSANA TEEMIS KEDGIATAN
(PPTE] PADA THNAS PEEERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WA

TAHUNM ANGCGARAN 326

DAFTAE FEJABAT PELAKSANA TEHKNIS HEGIATAN [PPTH)

N PPTH UHRAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGT ANGEARAN
i Z 3 3
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN _77,861,014,519

h3

& o L3

HIKMAWAN, 5T

HIKMAWAN, 5T

HIKNMAWAN, 5T
HIEMAWAN, ST
HIKMAWAN, 5T
ISTANA, ST

Penyalenggaraan Jalan Kabupaten ! Kota

Penyustinig Rencane, Kobinkan, dan Sireg Penogembangan
Jdaringan Jalan sertn Perencanann Teknis Peovelenggarann
Jalan dain Jémbaran

Pengawasan Penyelengearaan Jalan Kewenangan Kaliupaten,
Koiatin cbim Diesa

Hekonstruks Jalon
Pemmelibaraan Rulin Jembsatan

Pembangunan Jembatan
Survey Kondbat Jakanf Jembatan

77861014519

i 1, 240, GO0

I, 2#28,313,993

Al G52 77T 520
400,000,000
13,747, 677,000
LTI, 00, 006

TT861,014,519




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

AL Andi Pawelangi KM, § Ufung®: Kee. Tanesiolo Telp. (048521620
Loman www puprpogofpbgosd  Foeel  pupp@uasietabgo.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO

NOMOR 4pTAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TERKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERKERJAAN UMLUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJIQ,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan
program dan kKegiatan, maka perlu dilakukan penctapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2026,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menectapkan Keputusan Kuasa
Pengpuna Anggaran ltentang Penetapan Prjabat Pelaksana
Teknis Kematan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perlanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran
2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [l di Sulawesi (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik indonesia
MNormor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1|1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4355);



1Q.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanpan Keuwangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indopesia
Tahun 2004 Momeor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44:38);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang
Pemerintahan Dacrah  [Lembaran Negara  Republik
Indonesta Tabhun 2014 Nomeor 244, Tambahat Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana felah
beberapa kali diubah terakhir denpan Undanp-Unplang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjz {LemHbaran
Negara Republik lndonezia Tahun 2020 Nomor (243,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor G573,

Peraturan FPemcrintabh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penpelolaan Keuanpan Daerah [Lembaran MNepara Reppublik
Indonezia Tahun 2019 Momor 42, Tambahan LemBaran

Megarg Republik Indonesia Tahiun 2019 Namor 6322);

Peraturan Presiden Womor 16 Tahun 2018  rettang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Lembaran Nq:ga:a
Replublil [ndonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebhagaimensa
telab divtzahb dengan Peraturan Presiden Nemor 12 Tahun
202] tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tabnm 2020 tentang Pengadaan BarangfJasa
Pemenntabk [Lembaran Nepara Republik Indonesia Tghun
2021 Momor 21);

Peraturan denteri Dalam Negery Momor 20 Tahun IEDIE
tentang Pembentukan Produk Hukumm Daerah  (Bernita
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 20036),
sebagaimana teiah diubab dengan  Peraturan Mdnters
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubphan
Alas Peraturan Mentenn Dalam Nepgeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hulam Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 157);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nowmor 77 Tahuo 2020
tcntang Pedoman Teknizs Pengeloloan Kevangan Daerah
(Berita Wepara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer
1781}

Feraturan Daersh Kabupalén Wao Nomor & Tabun 2016
tentang Pembentuken dat Sustnan Peranghat Daerah
[Lembaran Dacrah Kabupaten Waie Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabuparen Wajo Nomor 62
scbagaimana telah diubah dengan Perabiran Daerah
KHabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor © Tahun
2016 tentang Pembenituken den Susunan Pcranghat



Menelapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMFPAT

[Lembaran Daerah Kabupaten Waje Tabun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Dracrah Kabupaten Wagn Momor 165},

11, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Dacrah
Kabupaten Waja Tahun 2020 Nomor &, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);

12. Peraturan Daerah Kalupaten Wajo Nomer 7 Tahun :EDEE
tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daderah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daesrah Kabupaten Wajo
Tabun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 171);

13, Peraturan Bupati Wajn Nemor 43 Tahun 2025 tentang
FPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2025 Nomor 4.3).

MEMUTUSKAM:

hMenetapkan Pegjabat Felaksana Tekniz Kegiatan pada Dinas
Pekegjaan Thmum, Penataan Ruang dan Pertanghan
Kabupaten Wajo Tabun Anggaran 2028 zebapaimana
tercantim dalam latnpiran yang merapakan bagan tidak
terpisahkan dengan keputusan ini;

Pciabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu fugas
dan wewenang Kuaza Pengguna Anggaran,

i Tugas Pejabat Pelakssna Telknis Kegiatan dalam membanto

tugas dan wewenang Kuasa Penpguna Anggaran meliput

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangean
pelaksanaan telonis Kegiatan/ Sub Kegiatan Unil SKPL;

2. mempnapkan dokumen dalam ranghs pelaksanaan
anpgaran  atsy beban pengelusran prolaksanaan
Kepiatan /Sub Kegiatan,; dan

2. menyiapken dokumen pengadasan  barang/jasa peda
Kepatan/Subh  Kegiatan Unit SKPD  =esuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenal
pengadaan barang/jasa.

r Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanesen whknis

Kegiatan /Sub Kegiatan meliputi |

1. mcnyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/ SBub Kegiatan,

2. memontoning dan evaluasi pelaksanaan Kﬂ:giata?l: Bub
Kepiatan, dan

3. meclaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiakan/Sub
Kepgiatan kepada Kuasa Penpguna Anggaran.



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Tembusan:

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
angparan atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan Sub
Kegiatan meliputi:

1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan;

2. menviapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanasn kegiatan,

Dalam hal membanmu tugas, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan bertangsung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran;

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas
Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang dan  Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun Angegaran 2026;

Keputusan ini mulai berlaku pada ranggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge
pada tanggal 9 Maret 2026

1. Kepala Dinas PUPRP Kab. Wajo sebagai Laporan di Ujunge;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.



LAMPIRAN

KEFUTUSAN KUASA PENCGLGUNA ANGGARAN

HMNAS PEXKERIAAN UMUM, PENATAAN RUANG

AN PERTANAHAN EABUPATEN WAJO

MOMOE TAHLUMN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEIABAT FELAKSANA TEEKNIS KEGIATAN
[FFTE] PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERNATAAN
EUANG DAN PERTANAHAN KABLTPATEN WAID
TAHUN ANGOGARAN HI26

DAFTAR FEJABAT PFELAKSANA TEENIS KEGIATAN (FFTH)

PFTH VRAIAN PROGRAM DAN HEGIATAN PAGU ANGRARAN KET.
. : f— 4 E'
FPROGRAM PEMATAAN BANGUNAN GEDUNG 11,810,500,000
Penyelenggurann Bangunan Gedung di Wilayah Dacrah 11,810,600,000

R, YASSER, 3T.MT

A HERIA TAWAKKAL,
5T

A, HERIA TAWAKKAL,
3T

Eabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bungunan [IMB)
dan Bertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pembangunen, Pemanfaatan, Pelestanan dan Pembongkaran I 1800, 00, o0
Brngunan Gedung untuk Kepentmgan Strategis Daerah

Eabipaten fHota

Penyelenggarann Penesrbitan Persetuyivan Bangunan Gedung L0, 500,000

(PRG), Sertifikat Laile Fungsi (SLF), Surnt Bulkt Kepemililan
Bangunian Oedung [SBRBO), Remvana Teknls Pembongharan
Bapgunan Gedung [RTHl, Tim Profesi Ahll (TEA], Tim Penikal
Tekmuls {TFT], Fenllik dan Pendataan Bangunnn Gedung mebalii

SIMBC
FROGRAM PENGEMBANGAN JASA HONSTRUESI 8. 500,000
Penyelenggaraan Bistem Informasl Jasa Honstruksi Cakupan 9,500,000
Dnerah Kabupaten,/Hota

Penyediaan Data dan [nformast Jasa Kenstruksi Cakugan 4,500, ()

Daerah Kahupaten/ Kota




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANANAN

JE. Andfi Fovvellangd KoM, & UungE Kpr, Tanasitolo Telp. (045521620
Laman wowpuprpwaifghgodd  Poeel  pupp@uwajolab go i

EEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
HKABUPATEN WAJO

NOMOR 27TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengendalian dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun

Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa
Pengpuna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

Tambahan  Lembaran MNegara  Republik  indonesia

Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tabun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 43355);



101

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbanpan Keuangan Antata Pemeringah Pusat dan
Permerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Momor 126, Tembahan Lemberan Negara
Republik Indonssia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacteh (Lembaren Negara  Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 5587) zebagaimana telah
beberapa kali divbab  terakhir dengan Undang-Undang
Nemor 11 Takun 2020 rentang Cipta Kerja [Lemhairan
MNegara  Republik  Indenesie Tamin 32020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik lndcn%.tesia
Momor 6373),; .

Peraturann Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 e Ita_ng
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara REepnblik
Indunesia Tahun 2019 MNomor 42, Tambehan Lemhbaran
Megara Eepubhii Indonesia Tabun 201% Nommor 6322);

Peraturan  Presiden MNomor 16 Tahun 2018 tentang
Fengadaan Barang/Jasa Pemepnntah {Lemibaran Mggara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23] scbagmumana
telah divubah dengan Peraturan Presiden Homor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Moemer
& Tahun 2020 entang Pengadaan Barang/ifasa
Pemerintah [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2021 Nornor 31},

Peraturan bienteri Dalamm Negeri Nomor B0 Tahun 203
tertang Fermbentukan Produk Hukum  Daerah {Benta
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2038),
sebapaimang telah divbah denpan Peraturan Menteri
Dalatm Megeti Nomot 120 Tahun 2018 (entang Pemb?han
Atas Peraturan Menten Dalam Negem Nomor 30 Tx?hun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Bertta
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekniz Pengelolaan Kevangan Daerah
{Berita Negara Republik Indoncsia Tabun 2020 Nomeor
1781);

Feraturan Dacsrah Kabupaten Wajce Moot 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
{Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 20H 6 Nomor 6,
Tamhbahan Lembaran Daerabh Kabupaten Wajo MNotmor 672)
sebagaimana telah diubalh dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Maomor 6 Tahuon
2016 tentang Pembentukan dan Sosunan  Perangkat
{Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nompr |,
Tambtahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Namar 1[09);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

11. Perattiratt Deerah Kabupaten Wajo Nomor & Tahun 2020
teritang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Dasrah
Habupaten Wajo Tabhun 2020 Nomor &, Tambahan
Lembaran Dasrah Kabupaten Wajo Nomor 127}, '

12, Peraturan Dasrah Kabupaten Wajo Nomor ¥ Tahun 2025
tentang Angparan Pendapatan dan  Belanja Daerah
Tahun Anggaman 2026 [Lembaran Daerah Kabupaten ‘|iﬁa’ajc:|
Tahun 2025 MNatmor 7, Tambahan Lsambaran Daprah
Kabupaten Wago Nomer 171},

13. Peraturan Bupabt Waje MNomor 43 Tahun 20025 terfang
Penfabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dakrah
Tahun Anpgaran 20026 [(Berita Daerah Kabupaten Wageo
Tahin 2025 Nomaor 3}

MEMUTUSKAN:

MMenetapkan Pegjabat Pembuat  Komitmen  pada
Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang dap  Pertanghan
Kabupaten Wae Tahun Anggaran 2028 sebagas
tercantum dalam lampiran yang menipalan bagian
terpizahkan dengan keputusan ini;

Pejabat Pembuat Komitmen dalam Penpadaan Barang/{fasa

tnernililt tugas:

MEenIsuL perencanaal pengadaan;

rmelaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;

menetapkan spesifikasi teknisfkeranpka acuan ker] a,

menetapkan rancangan kontrak,

menetapkan HPS;

menetapkan besaran uwang muka yang akan ::llba]rarkan

kepada penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

melakzanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikat

diatas Rp. 200.000.000,00 [dua ratus juta rupiahn),

9. menginput e-konirak dan mengendalikan kontrak;

10, menyimpan dan menjaga keutuhan szelurah dekumen
pelaksanaan kegiatan;

11. melaporkan pelaksansan den  penyelesmuan keﬁaMn
kepada KPA:

12, menyerahkan  hasi pekenaan  pelaksanaan  Kegiatan
kepada KPA dengan berita acata penyetrahan,

13. menilai kinerja penyedia,

14. menetapkan tim pendukung;

15, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

16 menetapkar surat penunjukan penyedia harang“asa

e

@



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Sclain meclaksanakan tugas sebagaimana pada diktum

KEDUA; Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas

pelimpahan kewenangan dari KPA, melhputi:

1. melakukan tindakan vang mengakibatian pengeluaran
anggaran belanja;

2. mengadakan dan menetapkan peranjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja yvang telah ditetapkan.

Selurnh  biaya yang timbul sehubungan dengan
ditetapkannya keputusan im dibebankan pada DPA Dinas
Pekerjgan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge
pada tanggal 9 Februari 2026

|. Kepala Dinas PUPRP Kab. Wajo scbagal Laporan di Ujunge;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
3. Bendahara Umum Dacrah Kabupaten Wajo, di Sengkang.



LAMPIEAN

KEPLITUSAN KUASA PEMGOLNA ANGOARAN

FNAS PEKERIAAN UNMLUM, PENATAAN RUANG
AN PTERTARNANHAN KARUPATEMN WA

MNCIMOYR
TENTANSG

TAHLUMN 2k

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEOQIATAN
[PPTE] PADA DINAS PEEERIAAN UMUM, PEMATAMNN
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEMN WAJC
TAHIMN ANCOARAN 2026

DAFTAFR PEJABAT PELAKSANA TEENIS KEGIATAN (PPTH)

RO FPTK URAIAN PROGRAM DAN HEGIATAN PAGU ANGGARAN HET.
| 2 3 3 5
|IFROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 11,3060, 300, 000
Ponyelenggarasn Banpunan Gedung di Wilayah Dosrah 11,3008, 300,000
Kobupaten/Hota, Pemberlan Lein Mendirikan Bangunan [IMB)
dan Sertifikat Laik Foogsi Bangunan Gedung
Pembanpunan, Pemanfaatan, Pelestarinn den Pembongioarmnn 11,304,300,00)
Bangunan Oedung untuk Kepentingan Steategis Daerah
Kabupsten /Ko
I |OR. YASSER. ST.MT Pekerjaan Fisik Pembangunan Geding Perangkal Daerah T A0E 00,000
2 |DE. YASSER, ST.MT Pekeclaan Fistk Pembanguman Balisd Peremaan 3,71 1,300,000




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

JL Anti Pewellangi W & UnmgE Ker, Tanasitolo Telp, (M4E5)-21620
Loman www.puprpuwaiofabgedd Gl puprp@usiokafge i

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO
NOMOR o4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,

Menimbang :a bahwa untmk  efekfifitaz Pengadaan  Barang/.Jasa
Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
maka perlu dilakukan Penetapan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penzataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran
2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengpuna
Anpggaran tentang Penetapan  Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggsran
2026,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1T di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
MNomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 teritang
Prerbendahamsan  Megara  [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomer 05, Tambahan Lembhran
Megaras Republik Indoresia Nomor 4353);

Undang-Undang Meomor 33  Tahun 20H4  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah, Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Momoer 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tﬂntang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran MNegara Reprhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahat Lemberarn
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana felah
beberapa kali diubah terakhior dengan Undang—Undang
Momor 11 Tahum 2020 rentang Cipta Keérja [Lf:mharan
Megara Kepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republiik Indoncoia
Momor 6573);

Peraturan Pemenntzgh Nomopr 12 Tahun 2019 teiltang
Pengelalaan Keuanpgan Daergh [Lembaran Negarz Reppblik
Tndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
MNegara Repubdlik Indonesma Tahun 200149 Nomor 6322);

Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018 tcﬁtan_g
Pengadaan Barang/.Jdasa Pemenintzh [Lembaran MNepgara
Republik Indeonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebapaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tabun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemmerintah {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31);

Peratnran Menteri Dalam MNegert Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentnlkan Produk Hukum Daeragh  [Beritg
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomaor 2036),
sehagaimana  telzh  dinbah  dengan Peraturan Menteri
Datam Negern Momor 120 Tabhun 2018 tentang Perubahan
Atag Peraturan bMetnter Dalam MNegetn Memor 80 Tiahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hulum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137];

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Telomia Penpelolsan Keuangan Dacreh
(Berita Hegara Republik Indonesia Tabun 2020 I‘E)mur
1781




Menetapkan
KESATLI

KEDUA

10. Peraturan Daersh Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016
ienitang Pembentukan dan Susunan  Peranghat Dai:rah
fLetnbaran Deerah Kabupaten Wape Tahun 2016 Nomer 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Noner 62)
sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Momer 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajs Normor & Tahun
2018 fentang Pembentukan dan Susupan  Perangkat
{Lembaran Dasrah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomer 1099

11. Peraturan Dasrah Kebupaten Wajo Nomor & Tahum 2020
tentang Pengelalaan Keuangan Daerah [Lembaran Dierah
Kabupaten Wajo Tshun 2020 Nomer B, Tambiihan
Lembaran Dacrah Kabupaten Wao Momor 137);

12, Pereturan Dastal Kabupaten Wago Nomor 7 Talkun 2025
tentang Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Elall:r&h
Tahun Anggaran 20246 [Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dyerah
Kabupaten WajolNatmor 171);

12, Peraturan Bupeti Wajo Nomor 43 Tabun 2025 tedtang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anpggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2025 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa Linpkup [Linas
Pekeraan Umum, Penataan PRuanp dan Pertanahan
Kabupaten Wajo Tahun Anpgaran 2026 sebapgai
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan keputusan ini;

Pejabat Penpgadaan PBarang/Jaza mempunyai tugas: dan

WEWENANE: l

l. Melakzanalkan persiapan dan pelaksanaan P'enga:daan
Langsung;

2. Melaksanakan persiapan dan pelakfanzasn Penunjukan
Langsung untuk Fenpadaan Baratg/Pekerjaan
konstruksif.Jasa Lainnya yang bemmilai paling banyak
Hp. 200000000 - (Dua Ratus Juta Ropiah),

3. Melaksanakan persizpan dan pelzksansan Penunjukan
Langsung wuntuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang
betnilan paling banyak Rp. I00G.000.000- |Seratas Juta
Rupaah);



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

4. Melaksanakan e-puwrchasing yang bernilal paling hil;t‘tjl'ﬂji:
Rp. 200.000.000.- {Dua Ratus Juta Rupiah).

: Seluruh  biaya yang timbul  sehubungan  dengan

ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penartlahzm
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge
pada tanggala@ Januar 2026

-

e

Drs. A, PAMENERI, M.Si

1. Bupati Wajo sebagai laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;

3. Pergng@



LAMPIRANM

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

DINAS PEEKERJAAN UMUK, PENATAAN RUAMNC

DAN PERTANAHAN EARUPATERN WAID

MORMOER 4;!11 TAHUN 2026

TENTAN

FPESETAPAN PEIABAT PENCGATDAAN BARANG [JASS
LINGHEUP DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANT

DAN PERTANAHAN KAHLUFPATEN WAID
TARUN ANGOARAN 2026

FEJABAT PENGADAAN BARANG/JABA

MO NAMA INETANE]

- o —_—

1 H ABDUL KaDlg, ST BAGLAN PENGADANN BARNNG LEASA SETDN KAR, WAJO
. [RWAN T, 5T BAGIAN PENGADAAN BARARGAIASA BETEW KAR. WAIO
3 MNASARUDDIN, 5T BAGLAN PENGADAAN BARAMG fIASA SETIM KAB, WAI0
A AMIRUDDIN, 5T HAGLAN PENGADAAN BARANG /JASA SETDA KAB, WAIO
B SUMMERMAN HAMES, ST BAGIAN PENGALAAN BARANG JAGA SETDA KAB. WA
i) SUAIR, 5. Bos BAGIAN PFENGADAAN BARANG /JASA SETDA KAH. WaID




